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ANALISIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MENURUT 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tata Kelola Pemerintahan desa menurut 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Desa sedyo Mulyo, Kecamatan Mesuji 

raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir). Dalam penelitian ini peneliti menggunakanm 

pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan proposive sampling dengan informan yang berjumlah 

11 orang. Dalam Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan Teknik 

wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa Tata Kelola Pemerintahan Desa Menurut Undang- Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sedyo Mulyo sudah menerapapkan prinsip- prinsip 

tata Kelola Pemerintahan sesuai dengan indikator partisipasi, transpatansi, daya 

tanggap dan akuntabilitas. Masyaraka memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam 

membangun desa, serta pemerintah desa sangat transparansi kepada masyarakat. 

Pemerintah desa juga sanggat cepat dalam melayani proses pelayanan administrasi 

serta pemerintah desa juga menyampaikan laporan sesuai dengan tugas dan fungsi 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Kata kunci : Analisis Tata Kelola pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014, Desa Sedyo Mulyo Kecamatan Mesuji Raya. 
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Analysis of Governance, Law Number 6 of 2014, Sedyo Mulyo Mesuji Raya Distri 

Annisa Revi Fauzi Advisor 1 : 

Drs. Alfiandra, M.Si Advisor 2 : 

Kurnisar, S.Pd., M.H 

Study Program : Pancasila and Civic Education 

ABSTRACT 

 

The aim of the research was to determine Village Governance in accordance to Law No. 6 

of 2014 (Sedyo Mulyo , Mesuji Raya District, Ogan Komering Ilir Regency). The 

researcher used a qualitative approach with a descriptive method in this research. 

Purposive sampling was used to collect data for this study, which included 11 informants. 

This research employed interview, documentation, and observation techniques for data 

collection. Based on the findings of the research, the researcher concluded that Village 

Governance in Sedyo Mulyo has implemented the principles of Governance in accordance 

with indicators, such as participation, transparency, responsiveness, and accountability in 

accordance with Law Number 6 of 2014. The community actively participated in village 

development, and the village government was transparent and available to the public. The 

village government is also very quick in providing administrative services, and the village 

government also submits reports in accordance with the duties and functions as prescribed 

by applicable regulations. 

Key words : Analysis of Governance, Law Number 6 of 2014, Sedyo Mulyo Mesuji Raya 

Distri 

Advisior 1, Advisior 2 
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1.1.Latar Belakang  

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik yang menganut asas desentralisasi dan 

dalam menyelenggaraan pemerintahan memberi kesempatan dan keluasan kepada daerah 

untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Daerah Indonesia terbagi menjadi dua yaitu daerah 

besar dan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahan yang berdasarkan undang-

undang.   

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan pengganti 

undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang  nomor 

22 tahun 1999, desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwewenang 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat 

setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintah Nasional dan berda di 

kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia. Desa yang disebut dengan nama lain sudah ada sebelum Negara Repubik Indonesia 

terbentuk. sebagaimana penjelasaannya terdapat pada UUD 1945 pasal 18 yang mengatakan 

bahwa “indonesia memilki territori kurang lebih 250 “zelfbesturende Landschappen” dan 

“Volksgemeenscappen”, sebagai contoh desa di pulau jawa, bali, nagari di minangkabau, dusun 

serta marga di Palembang, dan lain sebagainya. Daerah tersebut memiliki susunan yang asli 

sehingga daerah tersebut dianggap istimewa. (Moch.Sholekhan 2014:13)  

Desa menurut Widjaja (2014:76) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai 

pemerintahan desa yaitu keanekargaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan 

pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya menurut Raharjo (1999:28) desa adalah gambaran 

umum yang bersifat universal atau menyeluruh. Desa yang merupakan suatu kelompok kecil 

yang memiliki keterkaitan pada lokalitas tertentu, baik pada tempat tinggal maupun 

pemenuhan kebutuhan pada bidang pertanian. Dengan demikian desa merupakan kesatuan 

masyarakat yang diberi kewenengan untuk mengatur desanya secara mandiri dengan 

keanekaragaman serta partisipasi masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat desa 

diharapkan dapat meningkatkan  pemberdayaan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan 

sehari-hari.   
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Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Govrnence) mengacu 

pada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajeman pemerintahan sehingga 

kinerja menjadi lebih baik. Dengan demikian untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik seharusnya diletakkan pada dua level. Pertama yaitu level desa yang 

memungkinakan untuk seluruh masyarakat terlibat dalam urusan publik. Karena 

bagaimanapun setiap permasalahan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan tidak bisa 

hanya diperankan oleh pemerintah desa tanpa melibatkan masyarakatnya. Kedua, yaitu level 

tata hubungan desa dengan supra desa (Kabupaten-Provinsi), perlu dibangun sebuah proses 

deliverly intermediary yang bisa mengantarkan kepentingan desa, (Moch Solekhan 2014:30). 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan bisa meningkatkan 

manajeman dalam pemerintahan sehingga kinerja pemerintahan akan menjadi lebih baik sesuai 

harapan masyarakat  

Good governance adalah suatu konsep pemerintahan yang memiliki  prinsip-prinsip di 

dalamnya untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Sehingga kegiatan suatu Lembaga 

pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan  norma yang berlaku untuk 

mewujudkan pelaksanaan good governance. Suatu pelaksanaan pemerintahan dapat dikatakan 

good governance apabila sudah memenuhi beberapa prinsip-prinsip penting dalam 

pelaksanaanya. Menurut UNDP dalam buku Sedarmayanti (2012:44-45) mengemukakan 

bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek 

penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi:  

“(1) partisipasi, (2) Aturan hukum, (3) Transparansi, (4) Daya Tanggap, 

(5) Berorientasi Konsensus, (6) Berkeadilan, (7) Efektivitas dan efisiensi, 

(8) Akuntabilitas, (9)Visi Strategis, (10) Saling keterbukaan”.  

 

Dengan demikian tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan acuan 

dalam mencari perubahan birokrasi pemerintahan yang lebih baik sesuai dengan tuntutan 

reformasi. Desa merupakan satuan terendah yang berada dibawah pemerintah kabupaten/kota. 

Pemerintah desa merupakan bagian dari birokrasi negara dan sekaligus sebagai pemimpin lokal 

yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola 

pemerintahan desa. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa 

memegang peran yang sangat penting demi terciptanya good governance (tata kelola 
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pemerintahan yang baik) di desa.Undang-undang yang mengatur tentang tata kelola 

pemerintahan desa yaitu undang-undang dasar 1945 Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi :  

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. (UUD 1945 

dan Amandemenny 2016:66). 

  

  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilengkapi dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.  

  Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat 

pusat, daerah maupun desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme 

pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera 

secara berkeadilan. Karena itu, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan 

aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. 

Menurut Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan:   

“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan  desa, melaksanakan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat 

desa.” 

  

Menurut Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan:  

(1) ”Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa dan kualitas hidup  manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui 

pemenuhan kebutuhan dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa, 

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan 

lingkungan secara berkelanjutan.   

(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan.   

(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan 

kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan perdamaian dan keadilan sosial.  

“ 

  

  Rencanaan pembangunan desa pada dasarnya merupakan pedoman bagi pemerintah desa 

dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, dan menjadi satu kesatuan dalam perencanaan 

pembangunan daerah kabupaten/kota. Mengingat akan pentingnya kedudukan rencana 
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pembangunan desa tersebut, maka proses penyusunan perencanaan pembangunan desa tersebut 

harus dilaksanakan secara demokratis. 

   Menurut Pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan:   

(1) ”Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan 

kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.  

(2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara 

berjangka meliputi:  

a. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka     waktu 6 (enam) 

tahun; dan  

b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja 

pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah 

desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

  Pemerintahan desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial 

didalam masyarakat. Tugas utama yang harus dilakukan pemerintahan desa adalah bagaimana 

menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat 

membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan.  

Untuk mewujudkan tata kelola perintahan yang baik di desa dibutuhkan suatu aturan dalam 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di desa. Oleh sebab itu, pemerintahan membuat aturan 

kerja. Keberhasilan aturan kerja pemerintahan tidak terlepas dari faktor tata kelola pemerintahan 

yang baik dan benar. 

 

Berdasarkan penelitian yang relavan pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu yaitu yang 

dilakukan oleh Devi Retnowati (2016) yang berjudul “Persepsi Pemerintah Desa terhadap 

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (studi di Desa Sribahwono 

kecamatan Bandir sribahwono kabupaten Lampung Timur)” mengemukakan bahwa 

“Pemberlakuan undang-undang nomor 6 tahun 2014 membawa perubahan bagi struktur 

Pemerintahan desa yang mana pemerintahan desa diberi kewenangan untuk mengatur dan 

menjalankan sendiri urusan rumah tangga desanya sendiri. serta pelaksanaan undang-undang 

tersebut dalam pelaksanaan pembangunan di desa sribahwono oleh Kepala Desa sudah terlaksana 

dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam segi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa”. 

Sedangkan penelitian yang sekarang meneliti mengenai analisis tata kelola Pemerintahan desa 

menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Desa sedyo mulyo kecamatan mesuji 

raya kabupaten ogan komering ilir) sehingga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam 

(digilib.unila.ac.id) diakses pada 15 Desember 2019.  
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Berbeda  dengan penelitian yang dilakukan oleh suhardi (2016) yang berjudul “ Tata kelola 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (studi Pemerintahan Desa Majannang Kecamatan perigi 

Kabupaten Gowa) “ mengemukakan “ dalam Tata Kelola Penyelenggaraan pemerintahan desa 

dibagi menjadi dua bagian yaitu Penerapan undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang terdiri dari 

Pengawasan, daya tanggap, transparasi serta partisipasi dan faktor-faktor terbitnya undang-undang 

nomor 6 Tahun 2014 yaitu berdasarkan fungsi pengawasan, daya tanggap, transparasi dan 

partisipasi”. Sedangkan yang membedakan penelitian sekarang  yaitu mengenai konsep tata kelola 

pemerintahannya. Dalam (respository.uin-alaudin.ac.id) diakses tanggal 15 Desember 2019.   

 Adapun menurut A Muh Iksan (2017) yang berjudul “ Penerapan prinsip-prinsip Good 

Governance dalam pelaksanaan pemerintah desa (studi desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, 

Kabupaten Soppeng) “ pelaksanaan prinsip good governance pada pemerintahan di Kecamatan 

Donri-donri khususnya pada penerpan Prinsip Hukum dan transparansi belum terlaksanakan 

dengan baik. Hal ini disebabkan karena belum adanya produk hukum pemerintahan desa yang 

menjamin produk hukum tersebut”. Sedangkan penelitian yang sekarang meneliti mengenai 

analisis tata kelola Pemerintahan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa 

(Desa sedyo mulyo kecamatan mesuji raya kabupaten ogan komering ilir) sehingga berbeda 

dengan penelitian sebelumnya. Dalam (core.ac.id) di akses pada tanggal 18 Desember 2019. 

Dengan demikian dari hasil peneliti sebelumnya yang telah  dilakukan oleh beberapa peneliti 

tidak memiliki keterkaitan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sedangkan 

peneliti sekarang membahas tentang analisis tata kelola pemerintahan desa menurut undang-

undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (studi kasus Desa Sedyo Mulyo Kecamatan Mesuji 

Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir).  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan dengan melakukan wawancara pada 

tanggal 17 Desember 2019 dengan Kepala Desa Sedyo Mulyo, Sekertaris desa Sedyo Mulyo dan 

Kasi pemerintahan Desa Sedyo Mulyo, dilanjutkan pada tanggal 18 Desember melakukan 

wawancara dengan 5 warga Desa Sedyo Mulyo. Berdasarkan hasil studi pendahuluan dengan 

kepala desa, Sekretaris Desa dan 5 warga Desa Sedyo Mulyo,bahwa desa Sedyo Mulyo sangat 

berperan aktif dalam partisipasi masyarakatnya terbukti dengan desa sedyo mulyo menjadi 

pemenang lomba desa di tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Peran aktif mayarakat ddalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa sangat berpengaruh pada pemerintahan yang baik. 
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Pentingnya penyelenggaraan yang mengarah pada tata pemerintahan yang baik (good 

governance) mengarahkan kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses 

manajemen pemerintahan sehingga kinerjanya menjadi lebih baik. Dengan demikian, untuk 

mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik seharusnya diletakkan pada dua level. 

Pertama, di level desa perlu dibangun good governance yang memungkinkan keterlibatan seluruh 

elemen desa dalam urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan merumuskan kepentingan 

masyarakat. Karena bagaimanapun, setiap persoalan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan 

tidak bisa dipecahkan hanya oleh pemerintah desa semata. Oleh karena itu, pemerintah desa harus 

bekerjasama dengan elemen masyarakat yang lain. Kedua, pada level tata hubungan desa dengan 

supra desa (Kabupaten-Provinsi), perlu dibangun sebuah 7 proses deliveryl intermediary yang bisa 

mengantarkan kepentingan desa pada domain politik suprades secara partisipatif. Partisipasi 

pembangunan desa sangat penting untuk kesejahteraan warga desanya.  

Peran aktif masyarakat di Desa Sedyo Mulyo dalam tata kelola Pemerintahan Desa mutlak 

harus di lakukan.. Dalam penyelenggaraan Tata Kelola pemerintahan desa, desa sedyo mulyo 

memiliki partisipasi masyarakat yang tinnggi . Hal tersebut penting supaya pembangunan di Desa 

Sedyo Mulyo dilakukan secara tepat bagi kesejahteraan warga desa. Selain itu juga untuk 

mengurangi potensi persoalan dalam aturan hukum dan Daya tanggap. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul 

Bagaimana“Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 

tahun 2014 Tentang Desa (Desa Sedyo Mulyo Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan 

Komering Ilir)?” 
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1.2.Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah yaitu Analisis 

bagaimana tata kelola pemerintahan berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang 

desa (Desa Sedyo Mulyo kecamatan Mesuji Raya kabupaten Ogan Komering Ilir) ?  

1.3.Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, peneliti bertujuan untuk mengetahui 

tata kelola pemerintahan berdasarkan undang-undang nomor 6Tahun 2014 tentang desa (Desa 

Sedyo Mulyo, kecamatan Mesuji Raya kabupaten Ogan Komering Ilir) ? 

 

1.4.Manfaat Penelitian  

Suatu penelitian dapat ditentukan dengan penilaian berdasarkan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis.  

 

1.4.1.Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang akademik mengenai tata 

kelola pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014, sehingga dapat menjadi sumbangan 

pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan Ilmu sosial.  

 

1.4.2.1. Manfaat Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapakan memberikan manfaat yang berupa pengetahuan dan wawasan bagi 

peneliti dalam penerapan tata kelola pemerintahan desa menurut peraturan UU No. 6 tahun 2014 

tentang desa (Desa sedyo mulyo kecamatan mesuji raya kabupaten ogan komering ilir ). 

 

1.4.2.2. Manfaat Bagi Pemerintah  

Penelitian ini diharapakan bermanfaat bagi pemerintah sebabagai evaluasi sehingga 

memberikan gambaran serta acuan pemerintah dalam mengatur  tata kelola pemerintahan desa 

menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa (Desa sedyo mulyo kecamatan mesuji raya kabupaten 

ogan komering ilir).  
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1.4.2.3.Manfaat Bagi Masyarakat  

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat agar mengetahui tentang tata kelola 

pemerintahan desa menurut UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa. 
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